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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat
rahmat, hidayah dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan dukungan
terhadap terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
dengan melaporkan pencapaian kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
ini telah merangkum seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas
Perindustrian Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2022.

Sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 yang telah dilalui,
kami sadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang
sifatnya membangun sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKIP
pada tahun berikutnya.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang
telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 ini.

Semoga materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan
masukan dan pembinaan bagi Pemerintah Kabupaten Tapin untuk melakukan

perbaikan lebih lanjut di tahun-tahun berikutnya.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten
Tapin Tahun 2022 ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan
pemerintahan pada tahun 2022, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikarenakan setiap SKPD dibentuk untuk
melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan

pregram dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Capaian kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin didukung dengan
alokasi dana sebesar Rp. 6.205166.344 00 dan terealisasi sebesar Rp.
4.615.078.580,00 dengan capaian realisasi anggaran 74,37%.

Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja
Utama (IKU), yang terdiri dari Persentase Koperasi Berkualitas, Persentase Usaha
Mikro yang Labanya Meningkat, dan Persentase PDRB Sektor Perindustrian. Dan
ketiga IKU tersebut, terdapat 2 (dua) IKU yang dikategorikan "Tidak Berhasil®, yaitu
pada |IKU Persentase Koperasi Berkualitas dengan realisasi 12,29% dan capaian
kinerja 35,11%, dan pada IKU Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkat
dengan realisasi 0% sehingga tidak mencapai target kinerja.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana
strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja SKPD
kedepannya. Dengan langkah ini, sefiap SKPD dapat senantiasa melakukan
perbaikan dalam mewujudkan praklek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang

baik.
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1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah amanat
reformasi birokrasi yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh seluruh
instansi pemerintahan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang ditempuh
pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah
diharuskannya setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah tersebut atas penggunaan anggaran yang telah digunakan
selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PF) Nomor
B Tahun 2006 perihal Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB)
Nomaor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka setiap instansi
pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP} yang merupakan salah satu benituk pertanggungjawaban instansi
pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat

sebelumnya.
Proses penyelarasan dilakukan melalui penyusunan Rencana

Strategis (RENSTRA) dalam jangka menengah (5 tahunan), Rencana Kerja

e e R
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(REMJA) tahunan atau Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak kinerja,
serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tiap tahunnya.

Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan
pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat digunakan sebagai fifik
tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas
Perindustrian Kabupaten Tapin di tahun-tahun berikutnya, Hal ini berkaitan
erat dengan tujuan dan fungsi utama LKIP, yailu sebagai media
pertanggungjawaban dan sebagai alat unfuk meningkatkan kinerja suatu

organisasl.

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsl
1.2.1. Struktur Organisasi
Sesual dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin adalah

sebagai berikut:

T
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POKJA FUNGSIONAL
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1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tapin, secara konsekuensi membawa perubahan
terhadap perangkat daerah dan sfrukiur organisasi teknis
kelembagaan yang ada di Kabupaten Tapin. Dar semula adalah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah kemudian dipisah menjadi 2 (dua) perangkat daerah, yaitu
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dan Dinas Perdagangan
Kabupaten Tapin. Hal ini kemudian dipertegas kembali dalam
Keputusan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten
Tapin.

Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin menyelenggarakan tugas
melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian serta
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perindustrian Kabupaten
Tapin menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan
teknis bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi penetapan rencana

pembangunan industri kabupaten;

T
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h

- mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan dan

penyelenggaran kebijakan teknis bidang Industi kerajinan dan

aneka:

. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan dan

penyelenggaran kebijakan fteknis bidang pengembangan industri
kecil dan menengah;

mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan dan
penyelenggaran kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro;
mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan evaluasi
dan pelaporan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan

meneangah;

. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Unit

Pelaksana Teknis;

. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan: dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya,

1.3. Identifikasi Permasalahan Utama dan Isu-Isu Strategis

1.3.1. |dentifikasi Permasalahan Utama

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dapat

dibagi ke dalam faktor internal dan eksternal. Faklor internal

merupakan faktor terkait kewenangan Dinas Perindusfrian Kabupaten

Tapin. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berada

diluar kewenangan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Berikut

adalah penjabaran faktor-faktor internal dan eksternal vyang

——— e e EEE——
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mempengaruhi permasalahan kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten
Tapin:
a. Faktor Internal

1) Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal.

2) Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum
akurat.

3} Kurangnya promosi hasil produk UMKM dan [KM.

4) Pembinaan pengrajin yang belum optimal.

5) Kapasitas SDM pengurus koperasi yang masih rendah.

b. Faktor Eksternal

1) Kurangnya minat masyarakat terhadap kerajinan khas daerah.

2) Kualitas sumber daya manusia pelaku usaha pengrajin masih
terbatas.

3) Bahan baku produksi dan bahan pendukung produksi yang
masih sulit diperoleh dan harga bahan baku yang kurang
kompetitif.

4) Hillirisasi industri dan industri yang bernilai tambah masih
belum optimal.

5) Peningkatan produktivitas dan kompetensi SDM industri masih
belum optimal.

8) Kurang terampilnya SDM yang ada terhadap penerapan dan
penggunaan teknologi industri secara tepat dan efisien.

7) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan

kegiatan usaha koperasi.



8) Kurang tersosialisasi peraturan perkoperasian pada gerakan
koperasi.
1.3.2. ldentifikasi Isu-lsu Strategis
Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari
berbagai aspek pembangunan Perindustrian Kabupaten Tapin, dapat
dirumuskan beberapa permasalahan utama atau isu-isu srategis yang
dihadapl. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting baik bagi
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) maupun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.
Maka dapat diidentifikasi Isu-lsu Strategis Dinas Perindustrian
Kabupaten Tapin sebagai berikut:
1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman
koperasi,
2) Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro kecil dan
menengah (UMEM).
3) Kurang optimalnya pertumbuhan unit industri di Kabupaten Tapin.
4) Kurang dikenalnya produk kerajinan di Kabupaten Tapin.

5) Masih rendahnya kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB.

1.4. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi
Beberapa tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) adalah
sebagai berikut:
1) Melakukan review terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja.
2) Meningkatkan komunikasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian

Rencana Aksi yang telah ditetapkan.

———————————————————————— e ——
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, bahwa

Kepala Daerah terpilih sudah menetapkan visi pembangunan, yaitu :

“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis". Dalam upaya

mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Kabupaten Tapin

adalah sebagai berikut;

1.

Misi Pertama

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas,
berbudaya dan berdaya saing.

Misi Kedua

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi vyang berkualitas berbasis
agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.

Misi Ketiga

Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara
berkelanjutan,

Misi Keempat

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Misi Kelima

Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta
mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and

Clean Goverment).

e =
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2.2,

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi
untuk merealisasikan Visi dan Misi pembangunan fersebut, serta sebagai
pedoman dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang
dilaksanakan, maka Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin terkait dengan Misi
Kedua, yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis
agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa” dengan tujuan
“Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah” yang
kemudian dituangkan dalam 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Sektor Agrobisnis.

2. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM.

Dari kedua sasaran diatas, maka dihasilkan 2 (dua) sasaran strategis
dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur atas
keberhasilan dan kegagalan yang kemudian menjadi kesepakatan antara
Kepala Daerah dengan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin yang

dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (FK).

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur atas keberhasilan dan
kegagalan dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam
upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka
dilakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan
capaian kinerja, permasalahan utama dan isu-isu strategis yang sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi,
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Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Sasaran Strategis Indikator Kinarja Utama

Persentase Koparasi Berkualitas

Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
dan Pertumbuhan UMKM Persentase Usaha Mikro yang Labanya
Meningkat

Meningkatnya Perkembangan dan Daya
Saing Industri

Persentase PORB Sektor Perindustrian

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait makna indikator dan cara perhitungan

indikator dapat dilihat pada tabel berikut;

———————————— e ——
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Tabel 2.2.

Makna Indikator dan Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

F
No Sasaran Strategis indikator Kinerja Lhamn, Penjelasan [Makna indikator dan Cara Perhitungan Indikator) H}:":::“ El:::;er
: Bidang Bidang
Fersentflie Koperasl lumlah Koperasi yang Diperingkat 100 Koperasi & | Koperasi &
1 |Berkualitas dan
rtumb Pe tase Usaha Mikro Bid Bi
Pe AR LA e I Jumlah Usaha Mikro yang labanya meningkat _— n:EanF
yang Labamya ‘Mrlah Selurch Usaha Mikro x 100 | Koperasi & | Koperasi &
Meningkat i Usaha Mikro |Usaha Mikro
Meningkatnya
Persentase FDRB Sektor i
2 |Perkembangan dan Daya Per'rn:us:'li!an Sumber BPS Kab. Tapin I“L"“"E'i Is'd‘“:_i
Saing Industr = :

LAIP Dinas Perindustriae Kab, Tapiy Tites 20220



2.3.

Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (FK) merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja
Tahunan yang sangat penting yang periu dilakukan oleh pimpinan instansi di
lingkungan pemernntahan, karena merupakan proses yang akan memberikan
perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja
yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun pricritas
kegiatan yang akan dibiayai dar sumber dana yang terbatas.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekdif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka diharapkan
melalui Perjanjian Kinerja terwujud komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan
atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapl (ouwfcome) yang seharusnya
terwujud oleh kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja tersebut, diharapkan fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,
sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berpedoman pada dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Tahun 2018-2023. Berikut

ini adalah tabel Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2022:

e —
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Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perindustrian Tahun 2022

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
Persentase Koperasi Berkualitas 35%
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
dan Pertumbuhan UMKM Persentase Usaha Mikre vyang —
Labanya Meningkat
Meningkatnya Perkembangan dan Daya Persentase PDREB Sektor 6.28%
Saing Industri Perindustrian '
Program Anggaran Keterangan
1  PROGRAM PENUNJANG Rp 4.738.180.544 APBD
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
2 PROGRAM PENGENDALIAN [ZIN Rp 63.885.400 APBD
USAHA INDUSTRI
KABUPATEN/KOTA
3 PROGRAM PERENCAMAAN DAN Rp 1.045.780.700 APBD
PEMBANGLUMNAN INDUSTEI
4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Rp 143.351.000 APED
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
5§ PROGRAM PENGAWASAN DAN Rp 30.372.200 APBD
PEMERIKSAAN KOPERASI
6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Rp 60.572.600 APBD
PEELINDUNGAMN KOPERASI
7 PROGRAM PENDIDIKAN DAN Rp 17.767.000 APBD
LATIHAN PERKOPERASIAN
8 PROGRAM PENGEMBANGAN Rp 105.117.800 APBD
UMKM

Jumlah Anggaran:

Rp 6.205.166.344

e e e —— L sm T T e S= e s
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1.

Adméristrasi Keuangan Ferangkat Daesah

Admérestrasi Umum Perangkat Daerah
Parencanaan, Penganggaran, dan Evalasi
Kinarja Perangkat Dasrah

Fengadaan Barang Milik Dasrah Penunang
Urusan Pemerintah Daerah

Permediaan Jasa Penunjang Unsan
Pamerdntatan Daerah

Pemaiharaan Barang Mikk Dasmah Perunjarg

LUrusan Pemerdntahan Caerah

LATP Dinas Perfndvstrian ek Tapls Talvan 2022

Rp 2948545282

Rp 1247363600
Rp 7 500,000
Rp  144.152.000
Rp  168.800.000

Rp 44.828.100

Unit Organisasl | Sekretarial
Tahun Anggaran : 2022
No Sasaran Koglatan indikator Keglatan Target
{1} i2) [E]] mn
Meningkatrya Kualitas Perencanaan dan Parsertase Laparan Kinera dan
! P«lg;gd‘aﬂm Keuangan yang Disusun dan Dilaporkan {005
e Tepal Wakiu (%)
Persentase Sarana dan Prasarana 100%
Aparatur dalam Kordisl Baik (35)
, |Pelayanan Sarana Prasarana dan
Administrag Ferkantaran
Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan 100%
Petayanan Administrasi Perkantoran (%)
Hegian: Anggaran :

14




Unit Organisas! : Sekrelarial
Unit Karja : _Eub Baglan Perancanaan dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2022
No Sasaran Sub Keglatan Indikator Sub Keglatan Target
1) i) 3] (4)
Memyusun Perencanaan dan Pelaporan | Jumfah Dokumen Kinedga Sesuwai
" |Kineria Katertuan 13 faporan
Sub Kegiatan ; Anggaran :
Kioordinasi dan Peryusunan Laporan Capaian
1" Kineda dan Khiisar Reaksasi Kinerja SKPD Rp 7.500.000
Unit Organisasi : Sekratariat
Unit Kerja : Bub Bagian Keuangan
Tahun Anggaran : 2022
Mo Sasaran Sub Kegiatan Indikatar Sub Keglatan Target
(1) () {3) (4)
1 Mempusun Parencanaan dan Jumizh Dokumen Laporan Keuangan 2 laporan
Administras| Kewangan Secara Berkala
lsub Kegiatan : Anggaran :
Koomdinasi dan Pemyusunan Laporan
P Keuangan Semesteran dan Akhir Tabun L
Koordinas! dan Pemusunan Laporan
2 Keuangan BularanTriwulananSemeshensn Fp 3250000
SKPD

LETP Dinas Perindustrian Kat Tapda Takes 2028
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Unlt Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Baglan Umum dan Kepegawalan
Tahun Anggaran : 2022
Ho Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Keglatan Targat
1) (2} {3) [}
Jurmiah Aset yang Tercatat 285
Merencanakan dan Mengadakan Sarana :
1 |dan Prasarara Serta Administras| IR b Todait SARau G 1 Dokumen
Perkartoran Prasarana
durlah Dokumertasi Palayanan Sural 500
Marmurat
Meryusun Data Kepegawaian Evaluasi, |Jumiah Pegawai yang Admiristrasi
2 el . 4 ' r 21
dan Administrasi Kepegawaian Kepegawaianmya Dilayani Secara Terlib
Sub Kegiatan ; Anggaran ;
Pemyelenggarasn Rapat Koordinast dan
Lt Konsutasi SKPD Rp 1.085.395.000
2. FasiFasi Kunjungan Tamu Fp 4.500.000
3. Penyediaan Gag dan Turfangan ASM Rp 2.941.045292
4, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp  144.152.000
5. Pemeiiharaan Peralaslan dan Mesin Lairms Rp 14.580.000
Pemyedigan Kompanen Instalasi
5; ListdkPenerangan Bangunan Kantar R apcem
Penyadizan Peralatan dan Pafengkapan
T. K Rp 55.575.800
Penyediaan Jasa Pemaeliharaan, Biaya
Pemekharaan dan Pajak Kendafaan
8 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Rp Rt
Jabatan
Peryediaan Barang Cetakan dan
g, didmin Rp 17483200
10, Penyediaan BahanMateral Rp 1.352 000
Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
11 aie dan Listik Fp 88.000.000
12. Penyediaan Bahan Logistk Kanbor Fp 79,214 200




Unit Organisasi  : Bidang Industri Agro dan Kimia
Tahun Anggaran : 2022

Nao Sazaran Kaglatsn Indikator Keglatan Target

i (2) 31 i)
Persentase Bartambahmya Usaba 0.38%
Industri Agre dan Kimia '

Meningkalma Pefumbuhan Usaha dan
Palaku Llsaha Indusin Agro dan Kimia

Persertass Bartambahimya Pelaku 0.27%
Usaha Industi Agro dan Kimia

Kegiatan : Anggaran :

1, Pemyusuran dan Evaluasi Rencana

718,
Pembangunan Industri Kabupatenota i ks

Unit Organisasi : Bidang Industri Agro dan Kimia
Linit Kerja : Seksi Bina Produks| dan Sarana Produksi
Tahun Anggarar : 2022

Mo Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target
1) 2) [El] (4)
Jumiah Produk KM yang Dipamerkan
pada Pameran Tingkal Kabupaten B
Tapin

Jumiah Produk KM yang Dipamerkan

pada Pameran Tingkat Masional &
, Terbinanya Pelaku Usaha industri Agro
dan Kimia
Jumnlah Penguniung Galer TAMASA 150
Jumiah Serifikasi Hak Meark KM 10
Bub Keglatan : Anggaran :
Koordinasl, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rp 151,153,700
Industri
Koordinasi, Sinkronizasl, dan Pelaksanaan
2. Kebijakan Percepatan Pengambangan, Rp 11.000,000
Pemnyebarandan Persflayahan Industr
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Peleksanaan
3. Pemberdayaan industr dan Paran Serta Rp 800,289,500
Masyarakat

e ——
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Unit Organisasi : Bidang Industri Agro dan Kimia
Unit Kerja 1 Seksi Pengembangan Teknologi Industr
Tahun Anggarar ; 2022

No Sasaran Sub Keglatan indikator Sub Keglatan Target
[ i2) i3) [4)
Jumlah Tersebarmya informas| Produk
EM Melahs Website Informasi dan 8
Promosi industi
Terbiranya Pengembangan Teknologi | § uah p
1 . ! ah Produk KM yang Dipamerkan
Idusiri pada Industi Agro dan Kimia | o420 pamaran Tingkat Provins! Kalsel 4
Jumiah Produk Sasirangan yang
dipamerkan pada Barjamasin B

Festival Sasirangan

|Sub Kegiatan : i

Koordinas!, Sinkronisas), dan Pelaksanaan
' Pembangunan Sumber Daya Indusiri
Koardinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
2. Pemberdayaan induski dan Peman Serta Rp 141,480,000
Masyarakat

Rp 108,756,300

Unit Organisasi  : Bidang Industri Logam dan Aneka
Tahun Anggaran 2022

Ho Sasaran Kegkatan Indikator Keglatan Targat
(1) i2) {3) 4)

Pearsamase Berambahmya Usaha
ndustr Logam dan Aneka

23T%
Manngkatnye Perfumbuhan Ussha dan
Pelaky Usaka industi Logam dan Aneka P rase Bertambaivya Pelaky
Usaha ndusti Logam dan Aresa

26T%

Kegiatan : Anggaran :
1 Penyediasn Informasi industn untuk informasi
Industri urtuk 1L IPLL IUKI dan IPKI Rp 143.351.000
Kewenangan Kabupalenota

2 Penerbitan En Usaha industri (LR, En
Peruasan Usaha Industn (IPUR, En Usaha
Kawasan industr (LK dan kin Periuasan Rp  63.995.400
Kawasan indisir (PR Keweanangan
Kabupatan¥ota

e ——————————————————— e —
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Unit Organisasl @ Bidang Industri Logam dan Anaka
Unit Kera . *ﬂ-ulul Bina Sarana dan Usaha Industri
Tahun Anggaran @ 2022

Mo Sasaran Sub Keglatan Indikator Sub Kegiatan Target
i1} (2) (3 (4]
Jumiah Pesara Sosialisasi Terib
y |Teraksanarya Rencana Pembanguran |Administrasi dan Perizinan Bidang an
Indusim Kabupaten Tapin (RPIE) Ferindustrian bagi indusir Kecil dan
Manangah
Sub Kegiatan : Anggaran ;

Fasilitasi Pamanuran Komitmen perokehan

LN, IPUIL UK dan PE| Kewenangan

Kabupaten®ota dalam Sistem informas]

hdustr Nasional (SINas) yang Terintegrasi Rp 63.895.400
dengan Sistem Pelayanan Pedzinan

Baerusaha Termegrasi secara Elekirorsk

Unit Organisasl : Bidang industri Logam dan Anska
Unit Kerja . rEil'.ﬂ:ll Bimbingan Froduksi
Tahun Anggaran' : 2022

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target
{1) (2) (2 i4)
Jurniah Laposan imssrfansasi dan
Pendataan Ulaaha Industn Kecil dan 4
Teraksaranya Iventanzasi dan Menengah
i Pendataan Usaha indusini Kecil dan
Merengah
Jumiah Peserta Pelatihan Sasirangan
Bahan Alami e
Sub Kegiatan : Anggaran !
1. Fasiftasi Pangumpulan, Pengalaban dan
Analisis Data Industrl, Data Kawasan Industri
serta Data Lain Limgkup Kabupaten®ata Rp 98818500
malalui Sistem nformasi Indust Nagional
[Slkas)
2. Disemirasi, Publikasi Data Informasi dan
Analksa Indusiri KabupatenKots Melalu Rp 35.401.500
SlMas

Permartauan dan Evakasl Kepatuban

Perusahaan indusii dan Perusahaan

Kawasan ndust Lingkup Kabupaten®ota Rp
dalarm Pemyampalan Data ke SllNas

B.332.600

e ——
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Unit Organisasi : _Ell:l:nn Koperazl dan Usaha Mikro
Tahun Anggaran ;: 2022

Mo Sasaran Koglatan Indikator Kegiatan Target
{1} 2 (3) {4]
Pemmamase Koparaal Akl A7 .59%

Persantase Koparasi vang Dibina

Meringhairya Kelembagan dan Usaha | dengan SHU yang Meringkat T
i Koperasi seda Perumbuhan Usala

Milro yang terlatit Persertase Bertambahrya Pelaku -
Usaha Mikro :
Persentase Usaha Miko Kedl
Meanengah (LMEM) vang Mermiliki En 16,91%
Usaka

Keglatan : Anggaran :

Pemerkgaan dan Pengawasan Koperas),
Koparasl Simpan PinamiUnit Simpan Pinjam
Eoperasi yang Wilayah Keanggotaanna
datam
Pendidikan dan Lafhan Perkoparasian Bagi
2. Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Rp 17.767.000
Daerah Kabupaternykota
Pembardayaan dan Perindungan Koperasi
3. yang Keanggotasnnya dalam Daerah Rp 38388100
Kabupatenota

Pengembangan saha Mikro dengan
4, Oriertasi Peningkatan Skala Usaha Menjad| Rp 690.958 900
Usaha Kecll

Rp 30.372200

I —
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Unit Organisasi : Bidang Koperasl dan Usaha Mikro

Unit Kerja i Seksi Kelembagaan dan Pengawasan
Tahun Anggaran : 2022

Mo Sasaran Sub Keglatan Iindikcator Sub Kegiatan Targat

i) (2) (3 {4)
Jumlah Koperas! yang Dievaluasi 3

’ Pembinaan dan Pengawasan
Kelembagaan Koperas Jumlah Arggota Koperas| yang
Mengikuti Bimbingan Perslapan RAT 20
Koperasi
Sub Keglatan : Angparan :

Pengawssan Kekuatan, Kesehatan,
Kiemandirian, Ketangguhan, serta

! Akurtabilitas Koperasi Kewenangan i
Kabusatenota
FPerirgkatan Pemahaman dan Pengetahuan

2. Perkoperasian serta Kapasitas dan Rp 17.767.000
Kompetensi 50M Koperasi

Unit Organisasl : Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Unit Kerja : rElh:l:l Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
Tahun Anggaran : 2022

Ha Sasaran Sub Keglatan Iindikator Sub Keplatan Target

1) 2) {31 (4]
Jumnlah Pesera Pemuifan 0
Pearpajakan Bag: Koperasi

4 Fembinaan Pemberdayaan dan = -
Pengembangan Koperas|
Jurniah Laporan Data Koperasi Orina 4
Sub Kegiatan ; Anggaran :

Pemberdayaan Peningkatan Produkfivitas,
Mital Tambah, Akses Pasar, Akses
Pembiayaan Penguatan Kekembagaan,
Panataan Marmajemen, Standarisasi, dan
Restukiwisasi Usaha Koperasl Kewanangan
KabupalenFola

Rp 38386100

e ——
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Unit Organisasl ; Bidang Koperas| dan Usaha Mikro
Unit Kerja : Beksl Pemberdayaan Usaha Mikro

Tahun Anggaran : 2022

No Seaaran Sub Keglatan Indlikator Sub Keglatan Targat
(1) (2) (3 (4)
Jumiah Wiraumaha Baru yang 0
Margikut Palatihan
q  |Teraksanarya Fasilitasi dan Pembinaan
Terhadap Pelaku Usaha Mikro
Jurrilah Peserta UPZK vang Dibina 30
Sub Keglatan : Angoaran :
Fasifitagi LUsaha Mikro Menjadi Usaha Kecil
dalam Pengembangan Produksi dan fp 600,968,800

" Pengalahen, Pemasaran, SDM, sera Desain
dan Teknoiog|

LI Dinas Parincustrian Kab, Tapin Tahm X022




BAB llI
AKUNTARBILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan dan
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah
bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih
baik, fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program /
kegiatan yang direncanakan. Manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah
orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program / kegiatan dan sumber daya
anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan pada level
keluaran (owipuf) maupun hasil (oulcome). Pendekatan ini juga sejalan dengan
prinsip "Good Govemnance™ dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, yang
akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas
dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan
hasilnya oleh masyarakat.

Dalam hal ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Sedangkan untuk skala
pengukuran ordinal (skala penilaian) terhadap kinerja pemerintah adalah sebagai

berikut:

-~
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85% - 100% :  Sangat Berhasil

s T0% - <BE% . Berhasil
» 55% - <70% . Cukup Berhasil
s <55%  Tidak Berhasil

3.1. Capalan Kinerja Organisasi
Pengukuran capaian kinerja organisasi digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegialan sesuai dengan sasaran
yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinera dalam mewujudkan visi dan
misi instansi pemerintah. Pengukuran target kinerja dan sasaran sirategis
yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target
dengan realisasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten

Tapin.

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten

Tapin Tahun 2022

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian

Kabupaten Tapin Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

LKIP Binar Perindustriaa Kab, Fapin Takon S058 AL



Tabel 3.1,

Capalan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian
Kabupaten Tapin Tahun 2022

Tahun 2022 e
apaian
. Sumber
Indikator Kinerja Satuan Target | Realisasi Ea; ;an Kategori Data
Sasaran ke-1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMM
Bidang
Persentasa Koparasi "Tidak Koperasi
Berkualitas % = L ST Berhasil" dan Usaha
Mikro
Bidang
Persentase Usaha Mikro "Tidak Koperasi
yang labanya meningkat % & o N Berhasil" dan Usaha
Mikro
Sasaran ke-2 : Meningkainya Perkembangan dan Daya Saing Industri
Persentase PDRE Sektor "Sangat
Perindustrian » R B BT Berhasil® BES

Untuk penjelasan atas capaian indikator kinerja diuraikan sesuai pada

setiap sasaran sebagaimana dibawah ini:

a) Sasaran Strategis |

Sasaran sitrategis “Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan

Pertumbuhan UMEM" terdirl dar 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU)

yaitu :

Persentase Koperasi Berkualitas (dengan persentase capaian

sasaran: 35,11%) dan Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkat

(0%).

Secara keseluruhan, realisasi capaian kinerja semua indikator

sasaran sirategis | dapat dikatakan Tidak Berhasil.
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b) Sasaran Strategis ||
Sasaran strategis “Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing
Industri” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu; Persentase PDRE
Sektor Perindustrian (dengan persentase capaian sasaran: 96,01%). Data
ini bersumber dari BPS Kabupaten Tapin berdasarkan angka sangat
sementara tahun 2021 dikarenakan data untuk tahun 2022 masih belum

dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Tapin.

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun
2022 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk
mengetahui realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun
sebelumnya apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam
setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja
tahun-tahun sebelumnya dengan Realisasi kinerja Tahun 2022 sesuai

dengan tabel dibawah ini:

e —
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Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.2.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator Realisasi Capalan Realisasi Capaian Realisas] Capaian
Satuan Sasaran Sasaran | oauaagl | o Sumber
Kinerja 2022 asaram
! (2022) (%) {2021) (%) (2020) (%) Data
Sasaran ke-1: Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM
Bidang
Pearsantase Koperasi
Koperasi % 12,29 35,11 B.11 24,95 25,64 85,75 dan
Berkualitas Usaha
- Mikro
Parsentase Bidang
Usaha Mikra Koperasi
Eﬂhﬂ % Q 0 0 ] g3 101.21 dan
anysa
Meningkat L,::i':::
Sasaran ke-2 : Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri
Persentase
FDREBE Sekior % 6,03 96,32 5,90 55,68 6,13 88,01 BPS
Perindustrian
a. Indikator Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas untuk Realisasi Kinerja
dan Capaian Kinerja Tahun 2022 lebih tinggi dari Tahun 2021 dan lebih
rendah dari tahun 2020.
b. Indikator Kinerja Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkat untuk
Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 sama dengan Tahun
2021 dan lebih rendah dari Tahun 2020.
¢. Indikator Kinerja Persentase PDRB Sektor Perindustrian untuk Realisasi

Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 lebih tinggl dar Tahun 2021

tetapi lebih rendah dari Tahun 2020,

—_— e —
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Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan
Strategis Organisasi

Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis
dan capaian sefiap tahunnya telah sesuai dengan perencanaan

Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin (Rencana

Strategis Tahun 2018-2023).

Berikut ini adalah tabel Sasaran Jangka Menengah Dinas

Perindustrian Kabupaten Tapin beserta target dan realisasinya sampai

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target

dengan tahun 2022 yang termuat dalam Renstra 2018-2023;

Tabel 3.3.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

[ Target Kinerja Sasaran pada tahun 1
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
BASARAN 2018 | 2019 2020 2021 2022 2023
Target Target Target Target Target Target
SASARAN INDIKATOR . 2 . " . 2
STRATEGIS SASARAN Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Fersentase
; : 25% 27 4% 29.90% 32 59 3504
Meningkatnya | Koperasi y ! 37.6%
Koperasi yang | Berkualitas (25,64%) (25.64%) (25,64%) (8,11%) (12,29%)
Berkualitas
dan Persantase
Pertumbuhan | Usaha Mikro 78% 80% 82% B4% 85% ARG,
LUMEM yang Labanya (B0%) {83%) (B3%) (0%} (0%)
Meningkat
Meningkatnya
Perkembanga | posa e | 621% | 622% | 624% | 626% | 628% | a0
g d_an Daya , Berindustrian (6,21%) (6.14%) (6,13%) (5,99%) (6,03%)
aing Indutri

LETF Dinas Perimfunirian Keb, Tapin Tahoe 2028




a. Realisasi Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas untuk Tahun 2022
sebesar 12,28% lebih tinggi dari Tahun 2021, akan tetapi lebih rendah
dari Tahun 2020. Dikarenakan perhitungan indikator kinerja berubah dari
tahun 2018 hingga tahun 2020. Sedangkan perhitungan indikator kinerja
untuk tahun 2022 adalah jumlah koperasi yang telah diperingkat dibagi
jumiah total koperasi aktif dikali 100.

b. Realisasi Kinerja Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat untuk
Tahun 2022 sebesar 0% sama dengan Tahun 2021 dan mengalami
penurunan sebesar B6% dari Target Jangka Menengah yang terdapat
dalam Dokumen Perencanaan Strategis untuk Tahun 2022 sebesar 86%,

. Realisasi Klinerja Persentase PDRB Sektor Perindustrian untuk Tahun
2022 sebesar 6,03% mengalami peningkatan 0,04% dari Tahun 2021
dan 0,25% dari Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen

Perencanaan Strategis untuk Tahun 2022 sebesar 6,28%.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah
Dilakukan

Rata-rata capalan Indikator Kinerja Utama (sasaran sirategis)
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 termasuk dalam
kategori Tidak Berhasil. Capaian yang rendah ada pada Sasaran
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbubhan UMEM
pada Indikator Persentase Koperasi Berkualitas yang hanya mencapai
angka realisasl sebesar 12,29% dari target yang harus dicapai sebasar
35%. Sedangkan pada Indikator Persentase Usaha Mikro yang

Labanya Meningkat tidak menunjukkan realisasi kinerja atau 0%.
-
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Tahun 2022 Cicad
paian
: Sumber
Satu
Indikator Kinerja atuan Target | Realisasi Ea;;;an Kategori Data
Sasaran ke-1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMEM
Bidang |
: Koperasi
Persentase Koperasi Tidak
Berkualitas % 35 12,29 35,11% Berhasil" dan
Usaha
Mikro
Bidang
Persentase Usaha Mikro 5, o 0 0% “Tidak dl a: ?
yang Labanya Meningkat Berhasil Usaha
Mikro

Pada Indikator Kinerja "Persentase Usaha Mikro yang Labanya
Meningkat®, jadwal kegiatan pelatihan UMKM dilakukan pada triwulan akhir,
namun pada waktu itu, keuangan daerah sedang mengalami kesulitan.
Dikarenakan peserta pelatihan UMKEM sudah terjadwal, maka Dinas
Perindustrian Kabupaten Tapin mengikutsertakan pelaku UMKM itu pada
kegiatan yang sama, namun anggarannya berasal dari APBD Provinsi,
sehingga walaupun anggaran APBD Kabupaten tidak terserap, namun pelaku
UMKM tetap mendapatkan fasiltasi'kegiatan pembinaan dari Dinas
Perindustrian Kabupaten Tapin unfuk mengembangkan usaha mereka.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor KNP| Kabupaten Tapin pada
tanggal 10 sampal dengan 13 Oktober 2022, dengan mengikutsertakan
pelaku UMKM sebanyak 30 orang.

Selain itu, ada beberapa kegiatan yang mendukung kinerja pelaku
UMKM dalam meningkatkan labanya, akan tetapi kegiatan tersebut tidak
tercover di dalam perencanaan. Antara lain, Dinas Perindustrian Kabupaten

Tapin mengikutsertakan pelaku UMKM dalam kegiatan Car Free Day yang

LKTP s Ferfaductrian Kab. Tapdo Tabar 2072
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dapat menunjang pelaku UMKM untuk meningkatkan tambahan pendapatan
mereka, kegiatan Bazar Ekonomi Kreatif pada kegiatan Hari Ulang Tahun

Kabupaten Tapin dan pengajuan KUR melalui bank yang ada di Kabupaten

Tapin.
Tahun 2021 Capaian
. ; Sumber
Indikator K Satua
or Kinerja atuan Target | Realisasi EaF;;an Kategori Data
Sasaran ke-2 : Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri
Tercapai dengan
Persentase PORB Sektor ok
Parindustrian % 6,28 6.03 86,01% Efr?q't‘.zﬁ" Sangat BPS

Sasaran meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing [ndustri
dengan Indikator Kinerja Persentase PDRB Sektor Perindustrian dengan
capaian sasaran di atas 90% dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Jumiah
unit usaha di sektor industri di Kabupaten Tapin tahun 2022 sebanyak 7.300
mengalami peningkatan sebesar 1,16% dibanding tahun 2021 sebanyak
7.216 dengan Persentase PDRB Sektor Perindustrian sebesar 6,03%. Pada
tahun 2022, kelompok industri di Kabupaten Tapin didominasi oleh Industri
Kimia, Argo dan Hasil Hutan (IKAHH) yaitu sebesar 86,23%. Data ini
bersumber dari BPS Kab. Tapin berdasarkan angka sangat sementara tahun
2021 dikarenakan data untuk tahun 2022 masih belum dikeluarkan oleh BPS
Kabupaten Tapin.

Ada 1 (satu) kegiatan yang tidak tercover di dalam perencanaan Dinas
Perindustrian Kabupaten Tapln, yaitu penilaian OVOP (One Village One

Product). Penilaian OVOP Ini dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian

—— e eerrnrnrnrnrnrne—
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pada tahun 2022, dimana setiap kabupatenkota diminta untuk
mengikutsertakan salah satu pelaku IKM untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin mencoba mengikutsertakan
salah satu pelaku IKM, yang bernama Bapak Junaidi dengan produk
unggulannya Abon Cabe Hiyung. Setelah melalui tahapan penilaian, pelaku
IKM dari Kabupaten Tapin (Bapak Junaidi dengan produk unggulan Abon
Cabe Hiyung) mendapatkan penghargaan dari Menteri Perindustrian dengan

Klasifikasi Bintang 1 Komeoditi Makanan dan Minuman,
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3.1.5. Analisis Atas Efislens] Penggunaan Sumber Daya

a)

b)

c)

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) Dinas Perindustrian
Kabupaten Tapin telah dimaksimalkan dalam upaya pencapaian
kinerja. Akan tetapi, sangat diperlukan adanya penyegaran dan
penambahan ASN yang memiliki latar belakang pendidikan di

bidang teknis untuk mengemban tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana operasional pada Dinas Perindusinian
Kabupaten Tapin masih belum bisa menunjang pekerjaan secara
maksimal. Sangat diperlukan adanya penambahan pengadaan
barang berupa laptop, computer, printer dan hal-hal penunjang

lainnya.

Sumber Daya Anggaran
Adapun mengenai analisis sumber daya anggaran yang
telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada

tabeal berikut ini
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Tabal 3.4,
Analisis Sumber Daya Anggaran Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022

Sasaran Indikator Capaian Capaian
Strategis Ritiaa Target | Realisasi B Program Anggaran Realisasi Sasaran
Program
Pendidikan Dan
Latihiin 17.767.000 0 0%
Perkoperasian
Pragram
Persentase
: Pengawasan Dan
Meningkatnya E:fkﬂu’:;t'm 35% 1228% | 351 | o eaan 30.372.200 12.604.000 | 41.50%
Koperasi yang Kopetasi
Periumbuhan
UMIKM Eﬁ':';ﬂaﬁman 60.572600 | 21.600.000 | 3566%
Koperasi
Eershenth:;e Program
ST N B5% 0% 0% Pengembangan 30.025.000 0 0%
yang Labanya LIRAKA
Meningkat
Meningkatnya Piiaitiin Program
Perkembangan | pron e | g28% | 603% | oso1% |FerencanaanDan | 4045794 500 | 621530948 | 59.43%
dan Daya 58ing | parindustrian Pembangunan
Industri Industri

S ——
LT nax Periadesirinn Kb Tapde Tt 2088



Frogram
Pengendalian lzin

Usaha Industri 03.288.600 0 i
KabupatenKota
Program
Pengelolaan
Sigtem Irformasi 143.351.000 90.632.000 63,22%
Industri Nasional

Capaian Kinerja rata-rata 34,33% 1.466.970.700 | 746.375.948 | 50.87%




Secara umum Program dan Kegiatan APBD Dinas Perindustrian
Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 belum bisa terlaksana dengan
capaian kinerja rata-rata sebesar 34,33%. Dengan capaian kinerja rata-rata
yang lebih rendah dari realisasi anggaran belanja langsung 34, 33% <
50,87%, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin kurang efisien dalam
menggunakan anggaran belanja di Tahun 2022.

Pada sefiap bidang yang ada di Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin,
terdapat beberapa kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat
dimana kegiatan tersebut lebih banyak berupa pembinaan maupun pelatihan.
Fada bidang koperasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber
daya manusia yang ada, yakni pengurus, pengawas dan anggota koperasi di
Kabupaten Tapin dengan diadakannya kegiatan yang berupa penyuluhan,
sosialisasi maupun pelatihan. Sedangkan pada bidang indusfri lebih
mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk bisa
dijadikan sebagai bahan kerajinan disamping berusaha meningkatkan
kemampuan para sumber daya manusianya atau para pelaku usaha indusfri

yang ada di Kabupaten Tapin.

B. REALISASI ANGGARAN
Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian target kinerja Dinas
Perindustrian Kabupaten Tapin adalah sebesar Rp. 6.205.166.344,00 dan
terealisasi sebesar Rp. 4.615.078.580,00 dengan capaian realisasi anggaran

74,37%,.
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kabupateny Kol dalam Pempampalan Data ke STHaG

URAIAN

PROGRAM PENUMIANG URLSAN FEMERINTAMAN DAERAH KABUPATEM WOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaliasl Klnerfa Peramgkat Daarakh
Eoordicas] dan Peryusunan Laporan Capaian Kinerja dam Ikhiisar Realisas] Kinerja SXPD
#Administras] Kruangan Perangknat Danrah

Eoordicas] dan Peryusunan Laperan ¥eusngan Akhir Tahun SKFD

Koordinasd dan Perprsunen Laporsn Keusegan BularanTrivalaren Serestesn 5000
Fenyediaan Gaji dan Tunjangan ASH

Mdminisirasl Umum Peranghat Daemah

Penyeciaan Komponen [nstaias] Lisirig'Percrangan Bangunan Kanbor

Penyeciasn Peralsten dan Perenghapan Kantar

Pomysiadn Bahan Logistik Kansoe

Penyeriaan Bararsg Cetakan dan Penggandaan

Pemyifiass Bahan'Materal

Fashitas] Kunjungan Tams

Penyelenggarasn Repat Koordinas| dan Korsultasl SKPD
Pengadaan Barang Milli Daerah Prnunjang Urukan Pemerintah Daersh
Pengadsan Peralatan dan Mesn Lainnya

Penyediaan Jasa Penenjang Urusan Pemerintahan Deerah
Penyediasn Jass Komunikasl, Sumber Daya Alr dan Listik
Penyadasn sy Pelayanan Limum Kamor

Pemeiiharaan Barang Milik Daserah Penunjang Urnasan Pemerintahan Dasrah

;mw?mlﬁwmﬂhﬂ Perrebharaan dan Pajak Kerdaraan Perorangan Dinks atsa Kendaraan
nas Jahaizn

Pemebharaan Peralaias @an Mesin Leinnva

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERAST

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasl, Koperasd Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koparas
yang Wiksyah Ksangpotaannya dalam Dasrah Kabupaten! Kota

Pengawasan Kelamian, Kesehatan, Kemandirian, Estasgguian, serta Muntsbitas Koperasi Kewenangan
Kot

Kabupateny
PROGEAM PFENDIDIKAN DAN LATTHAN PERKOPERASTAN

Pendidican dan Latikan Perkoperasion Bagh Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten) Kota

Peningkatan Femaheman dan Pengetahuan Perkoperasian serfa Kapasites dan Eompetens! S0M Koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAMN DAN PERLINDUMGAN KOPERASI

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasl yang Kesnggotaennya datsm Daerab
Kabupaten/ Kota

Pembendayaan Peningiainn Produktidtes, Nial Tambeh, Al Pasar, Ases Pemibiayass, Penguatan
Melemhagaan, Fenatzen Mansjemen, Standaisic, dam Restnuitoriss Lsia Koperms| Kowenangas
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN UMM

Pergembangan Usaha Mikro dengan Orientas! Peningkatan Siala Usaha Menjad| Usaha Kecil

Fasieas Ukaha Mikro HMenjad Usaha Kecd dalam Pengemnbangan Produkss dan Pesgolahan, Pemasaran,
S0, serta Desain den Teknokg

PROGRAM PERENCAMAAN DAMN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Penyusunan dan Evaluas! Rencana Pembangunan Industrl Kabupaten Hota

Kooniinasl, Srknrisas, dan Pelaksanaan Kebfakan Percepaten Pengembangan, Penyetaran dan
Parwyi iz Tradiest

Kagrdinas, Snkronlsad, dan pelaizanasn Permdangunas Sumber Dy Industr

Kooedinesd, Snkmnkas], dan Pelsicanaan Pembangunan Sarans dan Frasarana [ndusir

Kaoedings, Sinkmnisasl, dan Pelaleanasn Pembercayaan Industd dan Peran Sera Marmmakak

PROGRAM PENGEMDALLAN IZTN USAHA INDUSTRI KABUPATENKOTA

Penerbitasn Lia Usakia Industr] (DUL), Ixin Perduasan Usaha Indestrl (IPUT], Ten Usaka
HKawasan Industrl (IUKI} dan Ixin Perlsssen Kawasan Industrl (IPEL) Kewenangan
Wabupaten/Kota

Fasiitasi Pemenuhen Kot perclehsn ILIL IPUL TUKD dan IP] Kewenangan Eabupsten/Kota dalam
Sistirm Tnhormus! Trdusty] Nasional (510Nas) yarg Terintegrasl dergan Sktem Pelianan Peritinan Berusaha
Tesrinmegras secara Elekbronik:
PROGRAM PFENGELOLAAN STSTEM
Penyediaan Informasl Industed umtuls Enfonmoasl Industrl anfu bk TUTL TFUET, TURT dan PRI
Hawenangan KabupatenKots

Fasiita= Pengumpulan, Pengolaqan dan Aralsis Dals Indusin, Daka Eawasan Indusinl serta Data Lain
Linglosp Esbupaien/Kota melabd Sistem Informas Industr] Mesional {S104as)

Diseminazd dan Publkadd Deta [nfcemas] dan Anslits [ndusil KabupebesyKola melsiul S1Mas

Perantauan dan Evaluas] Kepafufan Perusabaan Indusid dan Perusahade Kiwessn Induslel Lingkiip

JUMLAH

ANGGARAN H_;!HJH!I Sy
A4.730,195.644, 00 | 3.868.702.632,00 | 61,65
7SO, 00, D o, D00 Ca, 00 5313
¥. 500, 000,00 4.000.0040,00 5133
2. 0HE 800 830,00 TEA1200010,00 | 9636
4 0. 000,00 263000000 | &3.29
IS0, 000,00 1995 0000 | &1.53
2L 100, 820,00 2EIBG05.318,00 | PE45
L2207, 675. 600,00 07036000 | TEES
3503 400,00 0,00 o
55.575.800,00 28.258. 150,00 2055
B G 20 00 BOL1E2500.00 | Adi2
18493 200, 00 DM0.20000 | 4976
3.B6T.000,00 0,00 a
A 500000, 00 155, 000,00 433
1. 080, 7500 000, 00} 7RL975.315.00 | ThE3
I71.926.100,00 0,00 1]
171 A 100,00 o.m o
157.566.234,00 127 A79.023,00 | 80,71
£ C0H0, 000,60 H0FF0E00 | &7
91566, 134,00 £6.400L000,00 | 436
44.926,500,00 18.431.332,00 | 3657
30746, 900,00 14.556.92,00 | 4737
145200, 000,00 1875 00, O 8.
30,372 000,00 12 ED4.000,00 | 41,50
30.372.000,00 12.604.000,00 | 41,50
J00372. 200,00 12.6H.000,00 | 40,50
17, 767.000,00 B.0a a
17.767.0:00,00 0,00 a
17.767.000,00 0,00 [i]
60.572.600,00 2L.600.000,00 | 15,65
E0.57 2. 600,00 21.6D0.000,00 | 150648
BOLET2.600,00 J150.000,00 | 3556
105.137.900,00 0,00 a
105.117.500,00 0, 0e0 o
105,157, 500,00 0,00 a
1.045 794, &00, 00 521,539, 948,00 | 55,43
1,045,754, 600, 00 621.579.944,00 | 59,43
111,000, 000,00 0,00 1]
133756 100,00 SLELLANDD | TOTE
369,21 600,00 170,247 853,00 | 4652
431,765.500,00 353.6H1.655,00 | B1SL
63,995 400, 00 0,00 o
63,09 5.400, 00 o
B3, 5595 400,00 0,00 1]
THFORMAST INDLUSTRI NASTOMAL 143,351,000, 00 90.602.000,00 | 63,22
143,351,000,00 90,631.000,00 | &3,22
0F616.500,00 SOEIL00000 | 9150
5.4, 500,00 0,00 o
SN E00,00 104 o
4.205, 166,344 00 | 4.615.078.580,00 | 74,37
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten
Tapin Tahun 2022 ini menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap capaian
keberhasilan maupun kegagalan di Tahun Anggaran 2022,

Hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022
dapat disimpulkan bahwa secara pencapaian target sasaran strategis, Dinas
Perindustrian Kabupaten Tapin masuk dalam kategori capaian Tidak Berhasil.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini,
diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten
Tapin kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai pemangku kepentingan maupun
pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktf untuk

membangun Kabupaten Tapin.

e ————
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FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN
Tahun Anggaran - 2099
No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Target
(1) (2) (3) (4)
Persentase Koperasi Berkualitas 35,00%
1 Meningkatnya Koperasi yang
erkuslitas d ertumb
8 | anP Uik UMM Persentase Usaha Mikro yang 86%
Labanya Meningkat
7 Meningkatnya Perkembangan dan Persentase PDRB Sekior 5 28%
Daya Saing Industri Perindustrian ;
Program Anggaran : Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Rp 4,551,288 652 APBD
Pemeriniahan Daarah
2 Program Pengawasan Dan Rp 30.372.200 APBD
Pameriksaan Kopearasi
3 Program Pendidikan Dan Lalihan Fp 17.767.000 APBD
Perkoperasian
4 Progtam Pemberdayaan Dan Rp 39,388,100 AFPBD
Perlindungan Koperasi
& Program Perencanaan Dan Rp 1.302.719.800 AFBD
Pembangunan Industri
7 Program Pengendalian lzin Usaha Rp £3.895.400 APED
Industri
B  Program Pengelolaan Sistem Rp 143.351.000 AFBD
Informasi Industri Nasional
Jumiah Anggaran : Rp 6.840.832.492
Rantau, Februari 2022
s = r.'-“:-?‘:-h
BUPATI TAPIN prﬂ A'DIN INDUSTRIAN
RIA SARI, AP, M.AP

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

mibina Utama, Muda (IVic)
NIP-19740415 199311 2 004




PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PERINDUSTRIAN

J1. Bupati Soid Abwy Mo, 58 Telp / Fax (0517 31146 Bode Pos 71111
HKANTAL

SURAT KEPUTUSAN
DINAS PERINDUSTRIAN KARUPATEN TAPIN
NOMOR : 970/ 246.1 - Set/ DISPERIN

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN
KRABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

KEPALA DINAS

Menimbang : 2. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/2Z0/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Nepara, maka perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten
Tapin Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas
Perindustrian Kabupaten Tapin;

Mengingat : . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat IT  Tanah Laat, Daerah Tingkat [l Tapin dan
Daerah Tingkat 11 Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomaor 2756);



.

Undang-Undang MNomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan  MNegara  yang  Bersih  dan  Bebas
Korupsi, Kolusi dan MNepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}

Undang-Undang NWomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara HRepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang MNomor 30 Tahun 32014 ientang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5601}

Peraturan Pemerintah Womor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia MNomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomoer 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6402);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pemerintah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 80});

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Megara Nomor PERVZVM.PAN/2Z008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara

Pendavagunasn Aparatur Negara;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

MNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Pemnjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Momor 1842);

. Peraturan Menteri Pendayagunaazn Aparatur dan Reformasi

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi
Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi

Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian
Kabupaten Tapin Tahun 2020 schagaimana
tercantum dalam Lampiran vang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama merupaken acuan ukuran
kinerja yang digunakan Dinas Perindustrian
Kabupaten Tapin uniuk menetapkan rencana kinerja
tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.



KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal, 21 Oktober 2021

Tembusan kepada Yih:
. Imspektur Kabupaten Tapin



Lampiran keputusan Kepala Dinas Perindustrian

Nomor
Tanggal

: 970 f 246.1 - Set / DISPERIN
21 Oktober 2021

¢ . i Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan
Sasaran Strategis / Indikator Kinerja : Sy Penanggung
MNo Kinerja Utama o Indikator, Cara Perhitungan Indikator) Tawnh Sumber Data
1 | Meningkatnya Koperasi Persentase Koperasi Jumlah Koperasi Yang Diperingkat x 100 ;
vang Berkualitas dan Berkualitas Bidang Bidang
Pertumbuhan UMEKM Jumlah Koperasi Yang Aktif Kopemsi Koperasi
| Persentase Usaha Mikro Jumlah usaha mikro vang Labanya meninglat x 100
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PERINDUSTRIAN

JI. Bupati Said Alwy Mo, 58 Telp / Fax (0517) 31146 Kode Pos 71111
RANTAU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
NOMOR : 970/ 003 - Set/ DISPERIN

TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PERINDUSTRIAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN,

Memimbang :a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan
kualitas Sistern Akuntabilitas Kinera Instansi
Pemerintah  (SAKIP) di lingkungan Dinas
Perindustrian Kabupaten Tapin;

b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk
Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP lingkup
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;

c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
periu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan
SAKIP Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang
Pembentukkan Daerah Tingkat 1| Tanah Laut
Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat ||
Tabalong (Lembaran MNegara Republik Indonesia
965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 2756;

2. Undang-Undang Nemor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi Dan Mepotisme {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 3851);




10.

Undang-Undang MNomor 30 Tahun 2004 tentang
Adminstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 2892,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 5601);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia MNomor
4700},

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara HRepublik Indonesia MNomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terkahir dengan Undang-Undang Momor § Tahun
2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 MNomor 58, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momor
S673);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerash (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukkan Produk Hukum
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Dalam Megeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukkan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Presiden Momor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peratluran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun



Menetapkan:
KESATU

KEDUA

KETIGA

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Derah Kabupaten Tapin,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembeniukan Organisasi dan
Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Tapin Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

14, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah  Kabupaten Tapin
Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Sistem Akuntabilitaz Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten
Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

: Memerintahkan kepada tim unluk menyiapkan bahan-

bahan yang diperukan dalam Penilaian Evaluasi SAKIP
secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan
hasilnya kepada kepada Kepala Dinas Penndustrian
Kabupaten Tapin,

. Tim Sislem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
mempunyai tugas :



KEEMPAT

o~ m

10.

11.

12.

13.

14.

Melakukan penyelarasan kebijakan
perencanaan, penganggaran dan pelaporan
kinerja;

Melakukan sinkronisasi Rencana Strategis Dinas
dengan Rencana Strateqis Daerah;

Melakukan sinkronigasi penyusunan Indikator
Kinerja Dinas dengan Indikator Kinerja Daerah;
Melakukan sinkronisasi penyusunan pohon
kinerja pejabat;

Melakukan sinkronisasi penyusunan perjanjian
kinerja pejabat;

Menyusun data capaian kinerja par triwulan,
Menyusun laporan kinena;

Merumuskan kebijakan mengenal  evaluasi
kinerja;

Melakukan pemantapan implementasi Sistem
Akuntabilitaas Kinera Instansi  Pemerintah
berbasis teknologl informasi.

Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistemn
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta {SAKIP)
meliputi: Perencanaan Sirategis, Rencana Kena
Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran
Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan
Kinerja di lingkungan Dinas Perindustrian
Kabupaten Tapin;

Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai
bahan penyusunan dokumen Perencanaan
Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian
Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan
Kinena;

Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai
indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam
lembaridokumen perjanjian kinera setiap akhir
tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada
tahun berkutnya atau sesuai ketentuan yang
berlaku;

Menyusun dokumen Perencanaan Strategis,
Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinera,
Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinena
sesuai ketentuan yang berlaku;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

. Dalam melaksanakan tugas, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi

Pemerintah (SAKIF) Dinas Perindustrian

Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.



KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan keteniuan apabila dikemudian hari termnyata
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mastinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal, 4 Januari 2022

Tembusan disampaikan kepada Yth :

A Lo ha =

Bupali Tapin;

Wakil Bupali Tapin;

Sekrelaris Daerah Kabupaten Tapin;
Inspektor Kabupaten Tapin;

Yang bersangkutan



Lampiran: Keputusan Kepala Disperin
Fabupaten Tapan

Momar: 970/ 003 - Sekrt ! DISPERIM
Tanggal:4 Januan 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SAKIP
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

NO. KEDUDUKAN DALAM TIM KEDUDUKAN DALAM |
JABATAN
Pengarah Reformasi Birokrasi N
1 Disperin Kepala Disperin
2 Penanggung Jawab SAKIP Sekretans Disperin
: . Kepala Sub Bagian

3. Sekretaris Perencanaan dan Pelaporan
Kepala Bidang Industri

4. Anggota Logam Dan Aneka
Kepala Bidang Industri Agro

B |Anggots Don Kimia ™

5 Anggota ﬁah‘a Bidang Koperasi Dan
Kepala Sub Bagian Umum

T. Anggola dan Kepegawaian

*' Kepala Sub Bagian

B Anggota j F{ﬂn i g
Kepala Seksi Kelembagaan

2 Anggota Dan Pengawasan
Kepala Seksi Pemberdayaan

19:. | Anggala Usaha Mikro
Kepala Seksi Pemberdayaan

11. Anggota Dan Pengembangan
Koperasi

12, Kepala Seksi Bina Produksi

Anggota Dan Sarana Produksi

Kepala Seksi

13, | Anggola Pengembangan Dan
Teknalogi Industn




14.| Anggota Kepala Seksi Sarana Usaha
Industri

15.| Anggota Kepala Seksi Pembimbingan
Produski

16. .ﬁnggﬁa Analis perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan

.-d.
40415 199311 2 001




PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PERINDUSTRIAN

JI. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31148 Kode Pos 71111
RANTAU

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
NOMOR : 970/08-SET/DISPERIN

TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN,

Menimbang ca. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan
kualitas Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP} di lingkungan Dinas
Perindustrian Kabupaten Tapin;

b. Bahwa  sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
[2AKIPY, maka dipandang peru unfuk meambaniuk
Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP lingkup
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;

¢. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan
SAKIP Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;

Mengingat 1. Undang-Undang Momor 8 Tahun 1965 Tentang
Pembentukkan Daerah Tingkat Il Tanah Laut,
Daerah Tingkat |l Tapin dan Daerah Tingkat [l
Tabalong (Lembaran MNegara Republik Indonesia
965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 2756;

2.  Undang-Undang Momor 28 Tahun 1599 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi Dan MNepotisme (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomaor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Adminstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 5601);

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Momor 33, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor

4700);

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terkahir dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun
2015 Tenfang Perubahan Kedua Afas Undang-
Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 MNomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan FPengawasan
Penyelenggaraan Pemernintahan Daerah Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2017 Momor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negern Momor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukkan Produk Hukum
Daerah, sebagaimana telah diubah dangan
Peraturan Menten Dalam Meger NMomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukkan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menleri Pendayagunaan Aparatur
Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun



Menetapkan:
KESATU

KEDUA

KETIGA

2014 tentang Pelunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Momor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Derah Kabupaten Tapin,
sebagaimana lelah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Tapin Tahun 2005-2023,

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;,

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin MNomor 04
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah  Kabupaten Tapin
Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Dinas Perindustian Kabupaten
Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dan Keputusan ini;

Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-
bahan yang diperiukan dalam Penilaian Evaluasi SAKIP
secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan
hasilnya kepada kepada Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten Tapin;

- Tim Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
mempunyai tugas :



KEEMPAT

i =

10.

11.

12.

13.

14

Melakukan penyelarasan kebijakan
perencanaan, penganggaran dan  pelaporan
kinerja;

Melakukan sinkronisasi Rencana Strategis Dinas
dengan Rencana Stralegis Daerah;

Melakukan sinkronisasi penyusunan [ndikator
Kinerja Dinas dengan Indikator Kinerja Daerah;
Melakukan sinkronisasi penyusunan pohon
kinerja pejabat;

Melakukan sinkronisasi penyusunan perjanjian
kinerja pejabat;

Menyusun data capaian kinerja per triwulan;
Menyusun laporan kinerja;

Merumuskan kebijakan mengenai  evaluasi
kinarja;

Melakukan pemantapan implementasi Sistem
Akuntabiltaas Kinerja Instansi Pemeriniah
berbasis teknologi informasi.

Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta (SAKIP)
meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kerja
Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran
Kinena, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan
Kinerja di lingkungan Dinas Pernindustrian
Kabupaten Tapin;

Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai
bahan penyusunan dokumen Perencanaan
Strategis. Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian
Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan
Kinerja;

Melaksanakan' pengukuran kinerja sesuai
indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam
lembar/dokumen perjanjian kinera setiap akhir
tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada
tahun berkulnya atau sesuai kelentuan yang
berlaku;

Menyusun dokumen Perencanaan Strategis,
Rencana Kera Tahunan, Peranjian Kinerja,
Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinera
sesual ketentuan yang berlaku;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

Dalam melaksanakan tugas, Sistem Akuniabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah (SAKIP) Dinas Perindusirian

Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.



KELIMA : Keputusan ini mulal beraku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
miestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal, 09 Marel 2023

ina’Utdma Muda (IVic)
* NIPF18740415 199311 2 001

Tembusan disampatkan kepada Yih:
Bupall Tapin;

Wakil Bupat: Tapin,

Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin;
Inspekiur Kabupaten Tapin;

Yang Bersangkutan

L



Lampiran: Surat Keputusan Kepala
Cinas Pernndustrian Kabupaien Tapin
Momor; 970f 08 - SET / DISPERIN

Tanggal 09 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TiM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023

No NAMA KEDUDUKAN HEEEEE:;A"
DALAM TIM JABATAN
1 Rosaria Sari, AP, MAP Pembina SAKIP Kepala Dirltas
NIP. 18740415 198311 2 001 Perindustrian
2 H. Khaerudin, SKM, M.Kes, MM Penanggungjawab SEPEIFEIEFIE_DII'HE
NIP. 189700602 195703 1 008 SAKIP Perindustrian
' Kepala Sub
Bayu Firdaus Agustyannoor, S.STP . Bagian
3 | NIP. 19950831 201708 1 001 Sekretaris Perencanaan dan
Pelaporan
] Kepala Bidang
Hj. Rahmiati, SE _l :
4 Anggota Industri Logam
NIP. 18570507 199403 2 009 | Dan Aneka
Kepala Bidang
Ervan Ariajaya, ST ot industri Agro Dan
5 | NIP. 18800512 200904 1 006 Anggota i
; Kepala Bidang
Fimadi Kurniawan, S.50s te Ko si Dar
6 | NIP. 19700819 199603 1 003 Anggo alipabie
: ] . . . Kepala Sub
. Aryati Lasmi Sari, S.Pi, E.'I;ET Anggota Bagian Umum dan
NIP. 19721014 200701 2 Karegauaion
Rahmatiah, SE Hep;la Sub
8 | NIP. 19851108 201001 2 030 Anggota Bagian Keuangan
B Dahlia. SP MM A JF. Analis
aniia, ar, k. Kebijakan Ahli
9 | NIP. 19620621 200701 2 007 Anggota s
| JF. Analis
Guﬁti Widayan“, EE{:E. MrEi ta Hﬂbl kan A.h"
10 | NP, 18871118 201001 2 017 Anggo e
Marliani. SE JF. Pengawas
arfian, ot Koperasi Ahli
1 | NiP. 19870702 201101 2013 Anggota e N
| JF. Penyuluh
Diang Kesuma Ningsun, 5.Pi Perindustrian dan
13 | NP, 18781227 199002 2 004 Anggota :‘erddﬂgangan Ahli
uga




Muhammad Murdin, §.Sos

JF. Penyuluh

Perindustrian dan
15 | NIP. 19780605 201001 1 019 Anggota Perdagangan Ahli
Muda
Analis
Adam Rasidi, SE Perencanaan,
18 | NP, 18060912 202012 1 008 Anggota Evaluasi dan

Pelaporan
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LAPORAN CAPAIAN EINERIA DINAS PERINDUSTRIAN BERDASARKAN PERJAMIAN KINERIA TAHUMN 20232

Canalan Kinerja Trieulsn FEnanggirg
e e ] % il % M % W o i
L . .h""l" .d"miﬂ"m"h:-,l'| ; oas |oorearr| 21019 |ozses17| 63,057 038741z 9668741 | 0550108 147,000 [PROGRAM
fgro PEREMCAMNAAN DAN Ervan
Fersemtase Bertfambahnya ooy G Arijaye, 5T
Palakw Usaha industrl Agro dan 027 DOTZSAL | 76 AANTY | BL1TTELD | €5 TI0AT | 0,354839 | 1314207 o5 1E5,1852 el
Pereniate Bertambahays
WUsaka industr] Logarm dsn 247 4079498 | 1721307 | 4,997908 | 1897850 | 4.81171% | 203,628 | 8,135523 | 216 2608 | FROGRAM
PEMGELOLAAN H). Rakmiati,
o ISTERY FNFORMAS] ZE
Palaky Usaha Industrl Logam 267 2656567 | 99,87516 | 2,000091 | 108,9547 | 3,000909 | 115,7644 | 3,333333 | 124,8439 ! : :
dar Aneko
PROGRARY
PEMGANASAS [AN
Persentase Koperas] Aatd BT.509 =0 91,33 fL1a] a1.33 B0 9153 fLia] 91,53 PEMERI N
EDOFERAS
PROGRAM
Periariass Keparasl yung
PEMDERDRTAAN DAN Firradl
; dlhh}llhdlnpl i SHU yang rm pr 1,42 i 1,42 2 3142 el 31.42 PERLINDLNGAN ki
EOFERASE 5504
Parseniais Bartsmbahrys
iab b Ml a8 LARSRS] | S ETETL | BBG2NEZ| 1048034 | 4301589 | 2O 5EFIS | 5009123 mumﬂﬁl!ll
Persaniase Usaha Mikro Kecil mmm
Menengah (UMKM| yang 16,91 25, 78457 | 173,1813 | 79, 51936 | 1745675 | 29,70433 | 176,1956 | 30,2673 | 178,9906
Mlemiliki lzim Lisaha
| Diang
| n ]
Jurnleh Peagenjung Galer 150 5 430 H ] i 26, 56667 = a, ::‘ugmlzrl & e
Hingsur, 5.7
: Jumnlah Prodigk Linggulan yarg Partistpas .
|Dipameriean pada Pameran B i i i o o o [ 100 |DEERAMASDA pada i _“"'“
i’} Th'l:l:-ll Cabupaten Tapin Pasmeran Tapin Expo s
| Pantisipasi
[turrdak Produk Unggulen yarg RANAS
Dlplrr-ﬂhrrptd-lmmn [ 3 50 ] 1] 3 50 a o . OA IR ME'”I"FI
Tﬁ'{lltﬂﬁluﬂ-ll il




‘1r umileh 1Kk yang Mendapatkan

Faallitmnl Pak ek

[Fasiitas] Haw Merk Praduk 9 ) ] Ptk Lo BAlyanl, 55T
redah Froduk Linggulan vang g i it Pariiipail Ersan
Diparserkan pada Pamersn DEERAMASDA pada Arlajayn, 5T
Ting kst Prevvirs Kalsel |Parneran Kalsel EXPD
Pastlsfpasl
miah Produsk Sas!
TR ::1:;::": i = o |DEXRANASDA pada Ervan
armasin Festlval A B, 5T
Festhal Sasirangan Ao e
| Saslrangan
| P laan Wehslte Dlang
" liamlah Tessebarnys infar mas! ]
| Produk KM Melslul Website R 5 45:  [onmast fnqustr il
Kabupaten Tapin Mingsun, 5.P
! e Dlang
| o =] o ::ﬂl:.n A Eesuma
Hlngswin, 5.PI
SedlaNiasl Tenil
e Iumiah Peserta Soilalhasl Tertly fden | stracs| dan
Teridesararyn Rencara Adrminlscras] dan Ferizinan ~ - . Perfrinen Bldarg er;rml'l
::‘w“"'-""‘m Bidang Perindisstrian bagi Pevinustrion begl [ MRS
R NI RREERPMEKE | o suatr Keci dan Merengsh Industrs Kecildan [0
Mznerph
Inventarkzsl
Jurcéah Liporan Inventarises| iy s
! dan Pendarsan Usaha Industrd & 75 jog [Pemdsteanieaba
':Tlﬂlh#ﬂ[ﬂlﬂlﬂhﬂﬂli Wil dan Menengsh Incustr] Kecil dan Muhammad
7 | danPendatazn Usaha Menengah iy
Indusir Kecl dan Menengah
3 Jumlah Peserta Pelstihan 25 o " Pelatihan Sasirangan
B Sasirangan Bakan Alami Bahan Alami
' Jurrfah Kaoperasi yang Dievaluas! 3 o] 100 l;mtr:'m“
a hin nmdin- Pargawsan ity foahita, 5P,
; Koparasl  [jumlah Peserts Koperas yang Traras
/ i Fersia
Wengikuti Bimblngan Persiapan | 30 a 100 MTH:"" b et
RAT Koperast e
Pelatifen
lurnbak ‘Wirausaha Barg
RESORIAEENAA (il e :ﬂ g '": it 30 i 0 |kewlrausshasn Bag |Gusti
erhad ppd':hr gl i Wrausaha Baru Widmgantl,
.'|. 3
miah Peserta UP2EK vang =505, M.SI
: thinia ki) 0 4} Pembinaan UPIK




'.[Iurnllh Peserta Bimiek Bagi

a8n |Koperas!

'|'Fm~.n.uu'n|n
Peruoperasian Bagh
Koperas

" |lumish Laporan Data Kaoperasl
| Online

Pengelalaan Data

arlianl, SE

Koperasl Online




PEMERINTAH KABUPATEN TAFIN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
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Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku [Persen)

Lapangan Usaha
A Partanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian
C Industri Pengolahan
O Pengadaan Listrik dan Gas
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Dawr Ulang
F Konstrulsi
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobill dan Sepeda Matar
H Transportasi dan Pergudangan
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
1 Informasi dan Eomunikas]
K lasa Keuangan dan Asuransi
L Real Estate
M. N Jasa Perusahaan
O Administrasi Pemerintaban, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
F Jasa Pendidikan
0 Jasa Kesehatan dan Keglatan Sosial
R,5,T.U Jasa lainnya
PRODUEK DOMESTIE REGIONAL BRUTD
PRODUE DOMESTIK REGIONAL BRUTD NON MIGAS

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2018: Angka sementara, Tahun 201%: Angka sangat sementara

Source Url: hl_-r_ps-.,-’,n"taplnklh.bpigu.idflnl:ﬁI:EltNEHEIHMUii-ﬂdrb-atas-daﬁr-ha rga-barkaku, htrml

Access Time: March 5, 2023, 3:27 pm

2020
20.45
16.64
B.65
0.11
0.32
5E5
10,80
3.32
2.449
3.53
1.30
151
0.12
8.08

1.99
0.99

100.00  100.00
100.00  100.00

2021
1B.15
31.03
B.57
0.10
0.30
5.64
10,24
3.14
238
384
1.2
1.43
0.12
7.57
512
2.03
091

20232
13.89
45.41
513
.03
0.26
457
B7O
1.67
1.90
3.06
093
113
0.09
580
4.06
158
0.73
100.00
100.00
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PERINDUSTRIAN

JI. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax {0317) 31146
RANTALU Kode Pos TI111

Rantaw, 07 Maret 2022

Momor - 00/ 011 Bel-DISPERIN
Lampiran -
Pernibal : Rapat Koordinasi Money

Rencana Abksi dan Money
Renstra Triwalan 1

Kepada Yth
Bapak/Tbu Seluruh PNS
Diinas Perindustrian Kabupaten Tapin
di -
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi dan
Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022, maka perlu diadakan rapat
koordinasi dengan seluruh PMS Dinas Penindustrian Kabupaten Tapin pada:

Hari, tanggal : Selasa, 8 Maret 2022
Wakiu ¢ 1000 WITA s.d selesm
Tempat : Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

J1. Bupati Said Alwy No 58 Rantau
Dremikian surat ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya, divcapkan tenima
kasih.




NOTULEN RAPAT

Hari, tangpal ' Selasa, § Maret 2022
Wakiu : 10,00 WITA s.d. selesai
Tempal : Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
Pimpinan Rapal - Kepala Dinas Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
Peserta - Seluruh PMS Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
Pesthal . Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Rencana Strategis
Triwulan 1
Hasil Rapat
Beherapa arahan Kepala Dinas pada Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Rencana

Strateg

15 Triwulan | sebagai benkut:

Untuk pelaksanaan kegiatan Dines Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang
sedang dikerjakan agar dapat segera diselesaikan administrasi dan pemberkasannya;

Terkait permintaan data monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Perindustrian Tahun
2022, diharapkan agar masing-masing bidang untuk melaporkan hasil kegiatannya di

triwulan 1;

. Untuk kegiatan dan sub kcgiatan yang realisasi kinerja dan realisasi anggarannya belum

maksimal agar dapat dikoordinasikan untuk dimaksimalkan pada masing-masing bidang
dan juga sekretanan,

Untuk masing-masing kegiatan bidang maupun sckretanat yang belum terlaksana, agar
dapat dicatat hambatan-hambatan apa yang ferjadi, sehingga dapat menjadi bahan
evaluasi untuk kegiatan yang akan datang,

Semua kegiatan pada mazing-masing bidang dan sekretariat yang sudah selesai agar dapat
dirapikan dan diselesaikan laporan pertanggungjawabanmnya

Demikian rapat berjalan dengan tertib dan lancar,

MNoyitis,

Bayu Firdays Apysiyannoor, 3.5TP



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PERINDUSTRIAN

J1. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31146

RANTALU Kode Pos 71111
e —
DAFTAR HADIR RAPAT
Hari, tanggal 3 Selasa, § Marat 2022
Acara : Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Monev Renstra Triwulan |
e ey
NO | PAN
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GOLONGAN
| ROSARLA SARL AP, MLAP Perrbing Utama Muda e
NIP. 19740415 188311 2001 Ivie) sty :
H. KHAERUDI, SKM, M. Kes, M i
% ! NIF. 13700602 199703 1 005 AT Tk il ‘_‘ﬁ
H|. RAHMIATI, SE Wepala Bidang r
3 | NiP. 19570507 196403 2 005 Pembing (Fie) Inclusiti Logam dan Aneka i
FIRNADI KURNISWWAN, & Sos Kepata Bidang
* | mip. 19700819 1o8601 1 003 Pembina (Tvn) Koperasl dan Usaha mikro
ERAN ARULIAYA, 5T Kapala Bidang
5| WP, 19800512 200804 1 006 Pty TR (W0 Industri Agro dan Kimia
MILYANI, 5Pt JF Penyuluh Perindustrian
8. | e 19650703 190002 2 004 i LRLLILLL | dan Prrdagangan AhS Muda
LLITHFI MASYCHON SOFWAN, 5T JF Apats Kebijakan Abi
T | we. 19780511 200801 1 012 Promta Tl {11 Miscia
[HAMG KESLIMA NINGSUN, 5.Fi JF Pervyuub Perindussrian
& | me 18781227 200701 2 00% Pl T 1 SR dan Perdagangan Ahh Muds
DAHLIA, 5P, M.MA JF Anals Kebiakan Ahli
% | e 10820621 200700 2007 stodegnbdidh i Murda
RAHMATIAH, SE Kipala St Bagian ﬁ
10. MIF. 19851105 201001 2030 Penata k.| (M'd) K.Etl.l‘m!l‘l
ARYATI LASME SARI, 5.P5, 5.Pd Kepala Sub Bagian <
2 KIF. 19724094 200701 2017 Fanals Tt (W) Lenum: dain Kapagasaian (%
. Kepaia Sub Baginn
o | BTN S | e i |
: Pelagoran
| =
MUHAMMAD NURDI, 5.50s JF Peryuish Perindustrian
'3 | e, 19780608 201001 1 118 Pheiple TR A1 tan Perdagangan Ak Muda i
MARLLAMNI, 5E JF Pangieas Koperasi Ahli
. | NiP, 18870702 201101 2013 iy Muda
GUSTI WIDAYANTI, . S0s, M.51 JF Anaks Kebiakan &bl
V5| Wi, 19871118 201001 2017 Feorala Tl (lvd) Muda
BHAIT FANCARAHAR.ID
16, NIP. 16570531 198007 § 653 Penain Mada T {1k Pranata Barang dan Jasa : é E
AGUSTIRAWATI, 5P Annlis Irduskl dan
" | i, 15520808 200904 2 004 Penatn Muds TR | ‘bencegaban Pencemansn
WAHIDAH
8. HIP, 1GE801 25 104553 3 oS Penots Muda Tk.| [Il.l'hb Fmﬂlﬂ:lu nﬂl
MLEYAMI, 5T
9. | WP, 1048718 200012 2 001 Punats Muta (lilin) Aralis Teknologl Induss|
ALBERT HOSER, 8T Aniilis Teknologl Indusir
0. | WIP. 19530811 202012 1 005 Penats Muda (Un} gl
o | Anals Perencanaan =
ADAM RASIDI, SE
. Penata M {IFa) Evaiuasi tan
MIP, 19560512 ]
202012 1 008 Pmpian -
YLIL LG, CUARAAYANTI
22 | NP, 19980728 202012 2 002 Pengalur {llic) Bendaharn M




PEMERINTAH KABUPATEN TAFPIN

DINAS PERINDUSTRIAN

JI. Bupati Said Alwy No, 58 Telp / Fax (0517) 31146
RANTALU Kode Pos 71111

Rantau, 13 Juni 2022

Nomor - R007 051 /Set-DISPERIN
Lampiran ‘-
Perihal - Rapat Koordinasi Money

Rencana Aksi dan Money
Renstra Triwulan [T

Kepada Yth :
Bapak/Thu Seluruh PNS

Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
di-
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kepiatan vang tertuang dalam Hencana Aksi dan
REencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022, maka perlu diadakan rapat
koordinasi dengan seluruh PNS Dinas Perindustrian E.sbupaten Tapin pada;

Hari, tanggal : Rabu, 15 Juni 2022
Waktu - 10,00 WITA s.d selesai
Tempat : Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

JI. Bupati Said Alwy No 58 Rantau
Demikian surat ini kami sampatkan. Atas perhatian dan kejasamanya, diucapkan terima
kasth.




NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Rabu, 15 Juni 2022

‘Waktu 10,00 WITA s.d. selesai

Tempat : Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Peserta - Beluruh PNS Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Perthal - Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Rencana Strategis
Triwulan Il

Hasil Rapat

Beberapa arahan Kepala Dinas pada Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Rencana
Strategis Triwulan 11 sebagai benikut:

. Untuk pelaksansan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang

sedang dikerjakan agar dapat sepera diselesatkan administrasi dan pemberkasannya;
Terkait permintaan data monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Perindustrian Tahun
2022, diharapkan agar masing-masing bidang untuk melaporkan hasil kegiatannya dan
triwulan [ sampai dengan triwalan [1;

Untuk kegiatan dan sub kegistan yang realisasi kinerja dan realisasi anggarannya belum
maksimal agar dapat dikoordinasikan untuk dimaksimalkan pada masing-masing bidang
dan juga sekretanat;

Untuk masing-masing kegiatan bidang maupun sekretariat yang belum terlaksana, agar
depat dicatat hambatan-hambatan apa vang terjadi, sehingga dapat menjadi bahan
evaluasi untuk kegiatan yang akan datang,

Semua kepgiatan pada masing-masing bidang dan sekretaniat yang sudah selesa agar dapat
dirapikan dan diselesatkan laporan perlanggungjawabannya,

Demikian rapat berjalan dengan tertib dan lancar,

Bayu Firdays Apustyannoor, S.5TP



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PERINDUSTRIAN

JI. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31146
RANTAU

Kode Pos 71111

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari, tanggal ; Rabu, 15 Juni 2022
Bcara : Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Monev Renstra Triwulan I
ECH PANGRAT |
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PERINDUSTRIAN

JI. Bupat Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31146
RANTAU Kode Pos 71111

Rantau, 19 September 2022

Nomaor - 800/072./5et-DISPERIN
Lampiran .
Perihal Rapat Koordinasi Money

Rencama Aksi dan Money
Renstra Triwulan 11

Kepada Yth :
Bapak/Tbu Seluruh PNS
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
di -
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi dan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022, maka perlu diadakan rapat
koordinasi dengan seluruh PNS Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada:

Hari, tanggal : Rabu, 21 September 2022
Waktu » 10.00 WITA s.d selesa
Tempat : Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

J1. Bupati Said Alwy No 58 Rantau
Demikian sural ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima
kasih




NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Rabu, 21 September 2022

Wakiu S 10000 WITA s.d. selesan

Tempat - Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Dinas Perindusirian Kabupaten Tapin

Peserta - Seluruh PNS Dinas Perindusinian Kabupaten Tapin

Perihal . Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Rencana Strategis
Triwulan 11

Hasil Rapat

Beberapa arahan Kepala Dinas pada Rapat Koordinasi Monev Kencana Aksi dan Rencana
Strategis Trwulan T sebagai benkut:

Untuk pelaksansan kegmiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang
sedang dikerjakan agar dapat sepera diselesaikan administrasi dan pemberkasannya,
Terkait permintaan data monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Penindustrian Tahun
2022, diharapkan agar masing-masing bidang untuk melaporkan hasil kegiatannya dan
triwulan 1 sampai dengan trawualan 111;

Untuk kegatan dan sub kematan yang realisasi kinerja dan realisasi anggarannya belum
maksimal agar dapat dikoordinasikan untuk dimaksimalkan pada masing-masing bidang
dan juga sekretariat,

. Untuk masing-masing kegiatan bidang maupun sekretariat yang belum terlaksana, agar

dapat dicatal hambatan-hambatan apa yang terjadi, sehingga dapat menjadi bahan
evaluasi untuk kegiatan vang akan datang;

. Uniuk kepiatan-kegiatan vang dialokasikan pada APBD Perubahan agar segera dapat

disesuaikan;
Semua kegiatan pada masing-masing bidang dan sekretariat vang sudah selesai agar dapat
dirapikan dan diselesatkan laporan pertanggungjawabannya.

Demikian rapat berjalan dengan tertib dan lancar,

Bayu Firdays Ajuptyannoor, 5.5TP



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PERINDUSTRIAN

J1. Bupati Said Alwy Mo. 58 Telp / Fax (0517) 31146

| MIP. 12080728 202012 2 002

RANTAU Kode Pos 71111
—————————
DAFTAR HADIR RAPAT
Hari, tanggal ; Rabu, 21 September 2022
Acara + Rapat Koordinasi Monay Rencana Aksi dan Monev Rensira Triwulan [l
o et A
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PERINDUSTRIAN

J1. Bupati Said Alwy No, 58 Telp/ Fax (0517) 311446
RANTAU Kode Pos 71111

Rantay, 02 Desember 2022

Momior : BOOA N0 fSet-DISPERIMN
Lampiran ‘-
Perihal : Rapat Koordinasi Money

Hencana Aksi dan Money
Renstra Triwulan IV

Kepada Yth -
Bapak/Thu Seluruh PNS
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

di -
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan yvang tertuang dalam Rencana Aksi dan
Rencana Strategis Dinas Perindustnan Kabupaten Tapin Tahun 2022, maka perlu diadakan rapat
koordinasi dengan seluruh PNS Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada:

Hari, tanggal : Senin, 0F Desember 2022
Wakiu 10,00 WITA s.d selesai
Tempat : Dinas Penndustrian Kabupaten Tapin

J1. Bupati Said Alwy No 58 Rantau
Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima
kasih,




OTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Senin, 05 Desember 2022

Waktu : 10.00 WITA s.d. sclesai

Tempat : Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Peserla : Seluruh PNS dan PTT Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Perihal : Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Rencana Strategis
Towulan IV

Hasil Rapat

Beberapa arahan Kepala Dinas pada Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Rencana

Strategis Triwulan IV schagai benkut:

Untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang
sedang dikerjakan agar dapat sepera diselesaikan administrasi dan pemberkasannyva,

. Terkait permintaan data monitoring dan evaluasi kegiatan [Dinas Perindustrian Tahun

2022, diharapkan agar masing-masing bidang untuk melaporkan hasil kegiatannya dan
triwulan I sampai denpgan triwulan [V;

Untuk kegiatan dan sub kegiatan yang realisasi kinerja dan realisasi angearannya belum
maksimal agar dapat dikoordinasikan untuk dimaksimalkan pada masing-masing bidang
dan juga sekretaniat;

Lintuk masing-masing kegiatan bidang maupun sekretariat vang belum terlaksana, agar
dapat dicatat hambatan-hambatan apa yang tegadi, schingga dapat menjadi bahan
evaluasi untuk kegiatan yang akan datang;

Untuk kegiatan Dinas Penndustrian Kabupaten Tapin Tahun 2023 nanti, agar dapal
disiapkan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan koordinasikan pada masing-
masing bidang dan juga sekretarat;

Semua kegiatan pada masing-masing bidang dan sekretarial yang sudah selesai agar dapat
dirapikan dan disclesaikan laporan pertanggungjawabannya.

Demikian rapat berjalan dengan terlib dan lancar.

Bayu Firda tvannoor, 5 5TP



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PERINDUSTRIAN

JI. Bupati Said Alwy No. 38 Telp/ Fax (0517) 31146

RANTAU Eode Pos 71111
e
DAFTAR HADIR RAPAT
Hari, tanggal : Senin, 05 Desember 2022
Acara ¢ Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Monev Renstra Triwulan IV
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PERINDUSTRIAN

11, Bupati Said Alwy No. 58 Telp/ Fax (0317) 51146

RANTALU Eode Pos 71111

DAFTAR HADIR RAPAT PTT
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN

NAMA/NIP

NOD JABATAN TTD
———=
PTT DINAS
9 M. NOR JAMALUDIN PERINDUSTRIAN
PTT DINAS
2 | M. KEVIEN RENDY ARIFIN PERINDUSTRIAN
PTT DINAS
3. | FAHREZA MAULANA FARABY, SKOM | oo il ooy /
. PTT DINAS ’\ )
4 | DEWI CITRAWATI, SE PERINDUSTRIAN ‘E.uuir\
PTT DIMAS
5. | MARNIATI PERINDUSTRIAN M
PTT DINAS l
B. HARDIYANTI PERINDUSTRIAN |
PTT DINAS '
7. | DENNY DKTAPIAN NOOR,S Sos PERINDUSTRIAN f
) PTT DINAS
B | CAMAYA YUNITA ARIYANTI, 5.Pd PERINOUSTRIAN H{i
PTT DINAS
g DD WaHYLIDI, S Sos PERINDUSTRIAN ;
PTT DIMAS -
10. | SANTI RAHMADHANI, & Pd PERINDUSTRIAN
= PTT DINAS
1. | MUHAMMAD SEPTIAWAN PERINDUSTRIAN
PTT DINAS
12 AULLE YULANDA SARI PERIMDUSTRIAMN
PTT DINAS
13 TUNITA HERLIAME PERINDUSTRIAN
PPHL DINAS
14, | SULISTYANI KOMALA SARI. 5.Ap, MM | PERINDUSTRIAN
PROVINS| KAL-SEL
PPHL DINAS
15 | AHMAD MUJIBURRAHMAN, 5.Pd PERINDUSTRILAM
PROVINSI KAL-SEL
16 | MAIMATUR ROBIAH, S.5i PENDAMPING UMKM
KEBERSIHAN
17. | SYAHRIANNOR DINAS PERINDUSTRIAN
KEAMANAN
18, | RIDWAN DINAS PERINDUSTRIAN







Menimbang .

BUPAT! TAPIN
PROVINGI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 280 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara  Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Janghka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2022

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huraf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2022;



Mengingat

—
'

Undang-Undang Nomor & Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1 Tanah Laut,
Dacrah Tingkat 1l Tapin dan Dacrah Tingkat 11
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 2756);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286];

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharsan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Kenangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Normnor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antarn Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa  kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor O Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momar 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5601);
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12,

13.

14,

15.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor | Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan MNegara dan  Stabilitas
Sisterm Keuangan Untuk Penanganan Pandemni
Corono Virus Disease 2019 [COVID-19) danjatau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perckonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Momeor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4375);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4653

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor B3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);



16,

17.

18.

19,

21.

Peraturan  Pemerintah Nomor B Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan
Rencana  Pembangunan Daersh  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambehan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4B17);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahunm 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengearaan Pemerintahan Dacrah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomaor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019
tentang  Pengelolgan  Keuangan — Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturen Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan [Lembaran Negara
Republik Indenesia Tehun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);



M -

22, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 15 Tahun

24,

25.

2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamasn  Gender  di  Daerah,
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tertang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam MNegeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalien dan  Evaluasi  Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);



27.

28,

30.

a1,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019  tentang  Klasifikasi, EKodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menten Dalam Negeri 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Digease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomeor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republk
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Dacrah Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
496);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
020 Tehun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2022,

Peraturan Dacrah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Herja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2008 Nomor 035), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Dacrah Kabupaten Tapin (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomer 09);



2.

34,

Pernturan Daerah Kabupaten Taplin Nomor (0
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Dacrah
Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor O1);

Peraturan Deerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2012 Nomor 12};

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangks Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2013 Nomar 05);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16

Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013
Nomor 16);

Peraturan Daersh Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09],
sebapaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaaten Tapin Nomaor 09 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2019 Nomor 10);



a7,

38,

39,

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomar 04
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2016 Nomor 25), scbagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin
Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
{Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020
Nomor 39);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019
tentang Rencana Stratcgis Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 03),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tapin Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor
03 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-
2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2020 Nomor 60);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2022 (Berita Dserah
Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomer 19);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;| PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANCGEAT DAERAH TAHUN 2022,

Pasal |

Rencana Kerja Perangkat Daerah  Tahun 2022 ditetapkan

sebagaimana tercantum dalam:

Lampiran | : Dinas Pendidikan

Lampiran 11 . Dinas Keschatan

Lampiran 1l : RSUD Datu Sanggul

Lampiran IV : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

Lampiran V . Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,
dan Pertanahan

Lampiran VI . Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Lampiran VIl : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Lampiran VI : Badan Kesatuan Bangea dan Politik

Lampiran X . Dinas Sosial

Lempiran X : Dinas Tenaga Kerja

Lampiran XI - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Lampiran XII : Dinas Ketahanan Pangan

Lampiran XIII : Dinas Lingkungan Hidup

Lampiran XIV : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lampiran XV : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lampiran XVI : Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Lampiran XVII : Dinas Perhubungan

Lampiran XVII : Dinas Komunikasi dan Informatika

Lampiran XIX : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Lampiran XX : Dinas Pemuda dan Olahraga

Lampiran XXI : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Lampiran XXII . Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

Lampiran
Lampiran

XXm
XX

XXV
XXV
XXIX

XXX
pa il

XLI
XLl

XL
XLV
XLV
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. Dinaa Perfkanan

. Dinas Pertanian

. Dinas Perdagangan

- Dinas Perindustrian

. Sckretariat Daerah

. Sekretariat DPRD

. Kecamatan Piani

. Kecamatan Lokpaikat

: Kecamatan Tapin Utara

: Kecamatan Bakarangan

. Kecamatan Candi Laras Selatan
+ Kecamatan Candi Laras Utara

: Kecamatan Hatungun

- Kecamatan Salam Babaris

- Kecamatan Tapin Tengah

: Keeamatan Tapin Selatan

+ Kecamatan Binuang

. Kecamatan Bungur

. Inspektorat

. Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan

- Badan Keuangan dan Aset Dacrah
: Badan Pendapatan Daerah
- Badan Kepegawatan dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Qistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah schagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. pendahuluan;
b. hasil evaluasi Rencana Kerja Peranghkat Dacrah tahun laha;
¢. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

e. Penutup.
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Pasal 3
Rencana Kerjn Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan
Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022,

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 03 pmustus 2027
BUPATI TAPIN,
M. mm’ﬁ;ﬂ
Diundangkan di Rantau

pada tanggal 0% fpristus a021

KABUPATEN TAPIN,

SEKRETARIS

BERITA DAERAH| KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 28



